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Perdagangan anak merupakan bagian dari bentuk terburuk
pekerja anak yang harus dihapuskan, sebab akibat dari perdagangan
tersebut anak-anak berada pada situasi yang sangat buruk | yaitu; tidak
sedikitnya anak-anak yang dilacurkan.

Karena praktek perdagangan anak ini khususnya di Kota Medan
merupakan suatu tindakan kejahatan yang bergerak di bawah tanah atau
masih terselubung, maka tidak ada data statistik yang pasti mengenai
perkiraan-perkiraan yang pasti.

Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian skipsi ini
adalah:

1. Bagaimanakah praktek perdagangan anak untuk tujuan prostitusi di
Kota Medan.

2. Bagaimana upaya penanggulangan praktek perdagangan anak untuk
prostitusi di Kota Medan.

Setelah dilakukan penelitian maka diketahui:

1. Bahwa perdagangan anak untuk tujuan prostitusi (trafficking child for
prostitution) di Kota Medan pada prakteknya masih banyak kasus-
kasus yang terjadi dan berdasarkan data yang diperoleh pada
umumnya korban adalah anak perempuan yang usianya belum
mencapal dewasa.

2. Qleh karena isu perdagangan anak untuk tujuan prostitusi ini masih
baru di tengah masyarakat, namun harus perlu penanganan yang
serius dari pithak kepolisian, maupun dari masyarakat sendiri.

3. Kemudian hukum yang dijatuhkan jauh lebih ringan sehingga pelaku
perdagangan anak untuk tujuan prostitusi (trafficking child for
prostitution) tidak jera untuk mengulangi perbuatannya. Seharusnya
hakim menghukum pelaku bukan hanya dikenakan pasal 297
KUHPidana tetapi harus dikenakan sesuai dengan Undang-Undang
No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
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C. Permasalahan
Bérdaéarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam
skripsi: ini adalah:
1. Bagaimanakah praktek perdagangan anak untuk tujuan prostitusi di Kota
Medan.
2. Bagaimana upaya penanggulangan praktek perdagangan anak untuk

-prostitusi di Kota Medan.

D. Hipotesa

Dalam sistem berpikir yang teratur, maka hipotesa sangat perlu
dalam melakukan penyelidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat
suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesa merupakan jawaban sementara yang
dibuat sebagai landasan atau pedoman dalam penulisan/pembahasan
skripsi. Artinya harus dibuktikan kebenarannya berdasarkan pembahasan
yang pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.

Akan tetapi karena kedudukan hipotesa itu hanyalah sebagai
pendapat sementara saja, maka dalam pembahasan tidaklah selalu terikat

dengan hipotesa, tetapi tergantung daripada objketifitas atau fakta yang ada.
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3. Agar dapat menjadi sumbangsih dan bahan masukan bagi pemerintah,
aparat penegak hukum juga informasi kepada masyarakat tentang praktek

perdagangn anak untuk tujuan prostitusi.

F. Metode Pengumpulan Data
Dalam penulisan suatu karya ilmiah pada umumnya dan skripsi pada
khususnya metode pengumpulan data dapat diwujudkan melalui;

1. Library Research (Studi Pustaka)

2. Field Research (Studi Lapangan)

Untuk menentukan metode pengumpulan data yang dipakai, adalah

Library Research (penelitian kepustakaan), dan field research (penelitian

kelapangan) yaitu memakai kedua metode tersebut.

Pada pembahasan skripsi ini penulis memakai kedua metode
pengumpulan data tersebut, yaitu:

1. Library Research (penelitian kepustakaan), dimana penulis membaca
buku-buku yang ada hubungannya dengan skripsi ini dan sekaligus
mengutip pendapat para sarjana yang ada kaitannya dengan skripsi ini.

2. Field Reseach (penelitian ke lapangan), di mana penulis mendatangi
langsung Pengadilan Negeri Medan serta meminta kasus tentang judul.
Penelitian ini dilakukan di Lembaga Swadaya Masyarakat- Pusat Kajian

Perlindungan Anak (PKPA) Medan, dengan pertimbangan tempat

UNIV%?AE&%%]%gégtﬁ}tq%emenuhl karakteristik untuk mendapatkan, gambaran
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3. Dalam skrpsi ini penulis juga memberikan tanggapan atas kasus tersebut,

sehingga diketahui perbandingan antara teori dan praktek di lapangan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam membantu penulis dan pembaca untuk pemahaman suatu
skripsi perlu dibuat sistematika (sistematika isinya) dengan menguraikan
secara singkat materi-materi yang terdapat di dalam uraian mulai dari Bab |
sampai dengan bab yang terakhir sehingga tergambar hubungan antara bab
yang satu dengan bab yang lainnya. Jadi sistematika isi yang dimaksud
adalah sebagai berikut:

- Bab | Pendahuluan, yang terdiri dari pengertian dan penegasan judul,
alasan pemilihan judul, permasalahan, tujuan penulisan, hipotesa, metode
pengumpulan data dan sistematika penulisan.

- Bab Il Tinjauan Kepustakaan. Pada bab ini akan diuraikan tinjauan umum
tentang anak, pengertian prostitusi, pengertian dan bentuk-bentuk
trafficking, pengertian tentang perdagangan anak serta pengaturan KUHP

atas perdagangan anak dan prostitusi.
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a. Pengertian Religius atau Agama

Agama manapun memandang pengertian anak sebagai suah yang
mulia kedudukannya. Seorang anak dalam pengertian agama harus
diperlakukan secara manusiawi dan diberi pendidikan, pengajaran,
keterampilan. Dalam agama, anak adalah titipan Allah Yang Maha Esa
kepada kedua orang tua masyarakat, bangsa dan negara. Dengan
pengertian ini memberikan hak atau melahirkan hak anak yang harus
diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang

diterima oleh anak dari orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.

b. Pengertian Anak Dari Aspek Sosiologis

Kedudukan anak dari aspek sosiologis menunjukkan anak sebagai
makhiuk sosial yang senantiasa berinteraksi dengan lingkungan
masyarakat, bangsa dan negara.

Kedudukan anak dalam pengertian ini memposisikan anak sebagai
kelompok sosial yang berstatus lebih rendah dari masyarakat lingkungan
tempat berinteraksi, status sosial yang dimaksud ditujukan kepada
kemampuan untuk menerjemahkan ilmu dan teknologi sebagai ukuran
interaksi yang dibentuk dari esensi kemapuan komunikasi sosial yang
berada dalam skala paling rendah.

Pengelompokkan pengertian anak dalam makna sosial ini lebih

mengarah pada lingkungan kodrati karena keterbatasan yang dimiliki oleh

UNANnaksreabageh mugd: auntuk  berekspresi sebagai mana orang dewasa.
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Faktor keterbatasan kemampuan dikarenakan anak berada pada proses

pertumbuhan, proées beléjar; dan prbses sosialisasi dari akibat usia yang
belum dewasa, dikarenakan kemampuan daya nalar (akal) dan kondisi
fisik dalam pertumbuhan atau mental spiritual yang berada dibawah

kelompok usia orang dewasa.

c. Pengertian Ekonomi

Dalam pengertian ekonomi status anak sering dikelompokkan pada
golongan yang non produktif, jika terdapat kemampuan ekonomi yang
persuasive dalam kelompok anak, kemampuan tersebut dikarenakan
anak mengalami transpormasi finansial yang disebabkan dari terjadinya
interaksi dalam lingkungan/keluarga yang berdasarkan pada nilai-nilai
kemanusiaan.

Kedudukan pengertian anak dalam bidang ekonomi adalah elemen
yang mendasar dalam menciptakan kesejahteraan anak ke dalam suatu
konsep normative, agar status anak tidak menjadi korban dari

ketidakmampuan ekonomi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

d. Pengertian Politik

Kegiatan politk semakin menjelajahi dimensi usia dari warga
masyarakat. Meluasnya kehidupan politik yang semakin membangkitkan
kelompok-kelompok sosial yang berusia muda untuk berpartisipasi secasa

terbuka.
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sudah mempunyai hak-hak yang harus dilindungi tidak hanya dilihat dari
lahirnya saja tetapi sejak berada dalam kandungan pun hak-hak anak ini

tetap dilindungi.

d.2. Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata

Pengelompokan anak menurut pengertian hukum perdata,
dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai
seorang subjek hukum yang tidak mampu, aspek-aspek tersebut sebagai
berikut :
a. Status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum
b. Hak-hak anak dalam hukum perdata

Pengertian anak disini disebutkan dengan istilah “belum dewasa”
dan mereka yang berada dalam pengasuhan orang tua dan perwalian.
Pengertian yang dimaksud sama halnya dengan pengaturan yang
terdapat di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
yurisprudensi, hukum adat, dan hukum Islam. Pengertian tentang anak
diletakkan sama maknanya dengan mereka yang belum dewasa, dan
seseorang yang belum mencapai usia legitimasi hukum sebagai subjek
hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh
perundang-undangan perdata.

Kedudukan seseorang anak akibat dari belum dewasa,

menimbulkan hak-hak anak yang perlu direalisasikan dengan ketentuan

Umlmp\(ﬁ Mang menyangkut urusan hak-hak keperdataan anak
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.mempunyai hak-hak khusus dan periu untuk mendapat perlindungan
khusus menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, undang-
undang ini mengklasifikasikan anak kedalam pengertian berikut ini :

a. Anak Pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan
menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18
tahun.

b. Anak Negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan
diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS
Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.

c. Anak Sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua atau walinya
memperoleh ketetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling
lama sampai berumur 18 tahun.

Menurut Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan
Anak, undang-undang ini mengklarifikasikan pengertian anak ke dalam
hal berikut ini. Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah
mencapai umur delapan tahun tetapi belum mencapai umur delapan
belas tahun dan belum pernah kawin, yang dimaksud anak nakal adalah
sebagai berikut:

a. Anak yang melakukan tindak pidana.

b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak

baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut
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usia anak adaiah pengelompokan usia maksimum Seb Wujua
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kemampuan anak dalam status hukum.

batasan ientang usia anak ini di dalam perumusannya

Keseragaman tingkatan usia seseocran

el ateTats1}

sebagatl anak aniara saiu negara dengan negara iain cukup beraneka
ragam. Di Amerika Serikat, 27 negara bagian menentukan batas umur
antara & — 18 tahun, semeniara § negara bagian menentukan batas umur
antara 8 — 17 tahun, adapula negara bagian lain yang menentukan batas
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menetukan batas umur antara 8 — 16 tanun. Di negara Beianda

meneniukan batas umur antara 12 — 18 tahun.

Negara-negara di Asia

antara lain Srilangka menentukan batas umur antara 8 — 16 tahun, iran
menentukan batas umur antara 6 - 18 {ahun, Jepang dan Korez
menentukan batas umur aniara 14 — 18 tahun. Kamboja menentukan

oatas usia umur antara 15 — 18 tahun. Negara-
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umur antara 7 — 18 tahun, Singapura menentukan batas umur antara 1 —
16 tahun.'™
Sementara Task Force on Juvenile Delinguency FPreventior

meneniukan bahwa seycgyanya bailas usia penentuan seorang seba

(@]
O]

Y Srwidovati Wiratmo Soekito, Anak dan Waniia dalam Hukum, LP3ES.
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4. Batas usia anak menurut ketentuan hukum pidana

Sebagaimana diatur dalam’ ketentuén Pasal 45, Pasal 46,‘dan‘
Pasal 47 telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Batas usia anak
dalam pengertian pidana dirumuskan dengan jelas dalam ketentuan
hukum yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.3 Tahun
1997 tentang Peradilan Anak sebagai berikut: “Anak adalah orang yang
dalam perkara Anak Nakal telah mencapai 8 (delapan) tahun tetapi belum
mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.

Menurut Pasal 1 butir 8 Undang-undang No.12 tahun 1995 tentang
Permasyarakatan, mengklasifikasikan anak kedalam pengertian sebagai
berikut :

a. Anak Pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan
menjalani pidana di LAPAS Anak yang paling lama sampai
berumur 18 tahun.

b. Anak negara adalah anak yang berdasarkan putusan diserahkan
pada pengadilan untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak

paling lama sampai umur 18 tahun.

5. Batas usia anak menurut ketentuan hukum perburuhan
Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Pokok Perburuhan No.12
Tahun 1948 mendefenisikan anak adalah seorang laki-laki atau

perempuan berumur 14 tahun kebawah.
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Dalam undang-undang Tenaga Kerja No. 25 Tahun 1997,

masyarakat membedakan anak yaitu buruh anak dan buruh muda, buruh
anak dibatasi pada laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15
tahun, sedangkan buruh muda adalah orang laki-laki atau wanita yang

berumur 15 tahun atau lebih dan kurang dari 18 tahun.

6. Batas usia anak menurut Konvensi Hak Anak

Pada pasal 1 bagian 1 KHA menyebutkan “seorang anak adalah
setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan
undang-undang yang berlaku bagi anak-anak kedewasaan dicapai lebih
cepat”

Pengertian batas usia anak pada hakekatnya mempunyai
keanekaragaman bentuk dan spesifikasi tertentu, dalam arti
pengelompokan batas usia maksimum anak (batas usia atas) sangat
tergantung dari kepentingan hukum anak yang bersangkutan. Yang
terpenting seseorang tergolong dalam usia anak dalam batas bawah usia
seorang anak yaitu nol (0) tahun batas penentuan 8 (delapan) tahun
sampai dengan batas atas 18 (delapan belas) dan belum pernah kawin.
Pengelompokan ini dimaksud untuk mengenal secara pasti faktor-faktor
yang menjadi sebab-sebab terjadinya tanggung jawab anak dalam hal-hal
sebagai berikut ini:

a. Kewenangan bertanggung jawab terhadap anak

emam%uan untuk melakukan peristiwa hukum
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C. Pelayanan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana
d. Pengelompokan proses pemeliharaan

e. Pembinaan yang efektif'®

B. HAK-HAK ANAK

Seorang manusia dapat disebut mempunyai hak-hak atau memiliki
hak, oleh karena ditimbulkan dari adanya manusia sebagai makhiuk
sosial atau disebut Zoon Politicon. Eksistensi sebagai makhluk sosial,
menghendaki adanya atau jalinan hubungan dengan sesama. Hidup
berdampingan saling membutuhkan satu sama lain.

Manusia memiliki keperibadian yang utuh atau jati diri yang lahir
sebagai wujud kepemilikan terhadap suatu nilai yang mendasar di dalam
dirinya (human right) yang membedakan terhadap sesama manusia lain.
Nilai ini dikenal dalam kepemilikan yang disebut “hak” dari seorang
manusia atau subjek hukum, kemudian dikelompokkan ke dalam hak
asasi manusia (HAM).

Dengan demikian yang dimaksud dengan hak yaitu : kekuasaan
yang diberikan oleh hukum kepada seseorang (atau badan hukum)
karena perhubungan hukum dengan orang lain (badan hukum).17

Ada beberapa definisi hak yang dikemukakan oleh beberapa pakar

dan sarjana hukum yang terkemuka berikut ini:

UNIVERgll‘HASaMEﬁANWRiEﬁg Op.Cit. halaman . 26
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1.

Hak terhadap kelangsungan hidup (survival right) yaitu hak-hak anak
dalam KHA vyang meliputi hak-hak dntUk melestarikan dan
mempertahankan hidup (the right of life) dan hak untuk memperoleh
standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (the

right to the higest standar of health and medical care attainable).

. Hak terhadap perlindungan (protection right) yang meliputi hak

perlindungan dari diskriminasi tindak kekerasan dan keterlantaran bagi

anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.

. Hak tumbuh kembang yaitu hak anak dalam KHA yang meliputi segala

bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai
standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spritual,
moral dan sosial anak.

Hak untuk berpartisipasi (participation right), yaitu hak anak dalam
KHA yang meliputi hak anak dalam menyatakan pendapat dalam
segala hal yang mempengaruhi.

Sementara itu berdasarkan isi hukumnya, di dalam KHA terdapat

hak-hak anak yang terperinci sebagai berikut:

1=

3.

Hak memperoleh perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan

hukuman.

. Hak memperoleh perlindungan dan perawatan atas kesejahteraan,

keselamatan dan kesehatan.

Hak atas jaminan negara atas penghormatan tanggung jawab, hak

UNIYARREMMER 0MaAB0a dan keluarga.
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4. Negara mengakui hak hidup anak, serta kewajiban negara menjamin

" perkembangan dan kelangsungan ‘hidub anak.
5. Hak memperoleh kebangsaan (nasionality), nama dan hubungan
keluarga.
6. Hak memelihara identitas diri termasuk kebangsaan, nama dan
hubungan keluarga.
7. Hak untuk tinggal bersama-sama orang tua.
8. Hak untuk kebebasan menyatakan pendapat dan pandangan.
9. Hak untuk kebebasan berpikir.
10.Hak untuk kebebasan berhimpun, berkumpul dan berserikat.
11.Hak memperoleh informasi dan segala sumber informasi yang
diperiukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, jiwa, moral,
kesehatan fisik dan mental.
12.Hak memperoleh perlindungan khusus dan bantuan akibat kekerasan
fisik, mental, penelantaran dan perlakuan salah serta penyalahgunaan
seksual.
13.Hak memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan kehidupan
pribadi, keluarga, surat menyurat atas serangan yang tidak sah.
14.Hak atas perlindungan bagi anak yang tidak mempunyai orang tua.
15.Hak atas perlindungan anak yang berstatus pengungsi (pengungsi
anak).

16.Hak memperoleh perawatan khusus bagi anak cacat.

UN%E@%%&%&%%MM kesehatan.

Document Accepted 27/8/24
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Univerﬁtt@ésyl?m‘f‘f@ﬁository.uma.ac.id]27/8/24—



Ishak Rudianto Sihite - Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan...

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Univerﬁ@@ésylﬁm‘f‘f@ﬁository.uma.ac.id]27/8/24



Ishak Rudianto Sihite - Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan...

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Univerﬁ@@ésylﬁm‘f‘f@ﬁository.uma.ac.id]27/8/24



Ishak Rudianto Sihite - Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan...

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Univerﬁ@@ésylﬁm‘f‘f@ﬁository.uma.ac.id]27/8/24



Ishak Rudianto Sihite - Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan...

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin %@P&?Mﬁ%ﬁﬁfﬁ?y.uma.ac.id]27/8/24



Ishak Rudianto Sihite - Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan... 36

E. PERDAGANGAN ANAK (Trafficking)
Pengertian Trafficking

Meskipun konfensi ILO No.182 tidak memberikan definisi mengenai
trafficking, ILO menganut definisi trafficking yang tercantum dalam
Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencegah, menanggulangi
dan menghukum perdagangan manusia, terutama wanita dan anak-anak.
Sebagai lampiran dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan
kejahatan terorganisir yang bersifat tradisional (lintas batas negara).
Protokol PBB tersebut memberikan definisi sebagai berikut:
‘kegiatan mencari, mengirim, memindahkan, menampung, atau
menerima tenaga kerja dengan ancaman atau bentuk-bentuk pemaksaan
lainnya, dengan cara menculik, menipu, memperdaya (termasuk
- membujuk dan mengiming-imingi) korban, menyalahgunakan kekuasaan/
wewenang atau memanfaatkan  ketidakberdayaan dan  adanya
perlindungan terhadap korban, atau dengan memberikan atau menerima
pembayaran atau imbalan untuk mendapatkan ijin/persetujuan dari orang
tua, wali atau orang lain yang mempunyai wewenang atas diri korban,
dengan tujuan untuk mengisap dan memeras tenaga (mengekploitasi)

korban”?®

UNI\;%RS’FPquVPE‘]DWN AmEpasioan], Program Internasional Penghapusan Perburuhan Anak,
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Definisi di atas menunjukkan bahwa :

a.

Pengertian trafficking mencakup kegiatan pengirimaﬁ tenaga kerja,
yaitu kegiatan memindahkan atau mengeluarkan seseorang dari
lingkungan tempat tinggalnya atau (sanak) keluarganya. Tetapi
pengiriman tenaga kerja yang dimaksud di sini tidak harus dan tidak

selalu berarti pengiriman ke luar negeri.

. Meskipun trafficking dilakukan atas ijin tenaga kerja yang

bersangkutan, ijin tersebut sama sekali menjadi tidak relevan (tidak
dapat digunakan sebagai alasan untuk membenarkan trafficking
tersebut) apabila terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang
atau apabila korban berada dalam posisi tidak berdaya (misalnya
karena terjerat hutang), terdesak oleh kebutuhan ekonomi (misalnya,
membiayai orang tua yang sakit) atau dibuat percaya bahwa dirinya
tidak mempunyai pilihan pekerjaan lain, atau ditipu atau diperdaya.

Tujuan frafficking adalah eksploitasi, terutama eksploitasi tenaga kerja
(dengan memeras habis-habisan tenaga orang yang dipekerjakan)
dan eksploitasi seksual (dengan memanfaatkan atau menjual
kemudahan, tubuh serta daya tarik seks yang dimiliki tenaga kerja

yang bersangkutan dalam transaksi seks).

Bentuk-Bentuk Trafficking

Dilihat dari tujuan frafficking itu sendiri adalah eksploitasi yang

memeras tenaga korban habis-habisan untuk berbagai keperluan
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Dari defenisi tersebut terdapat unsur-unsur antara lain :

a. Perpindahan orang : perpindahan anak dari suatu tempat ke tempat
yang lain.

b. Melintas batas wilayah : anak dipindahkan dari orang tua/wali
ketempat tertentu, misalnya dari desa ke kota, atau sebaliknya (bisa
dalam suatu negara atau antar negara).

c. Paksaan / eksploitatif : anak dipaksa / ditipu

d. Tujuan seksual / ekonomi : berupa prostitusi, pornografi, dipekerjakan
dan sebagainya.

e. Rekrutmen : pengambilan anak dari tempat asalnya.

Selanjutnya dalam Protokol Konvensi Hak Anak mengenai
Perdagangan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak , menerangkan
bahwa perdagangan anak berarti “setiap tindakan atau transaksi dimana
seorang anak dipindahkan kepada orang lain oleh siapapun atau
kelompok, demi keuntungan atau dalam bentuk lain”.

Meskipun perdagangan anak didefinisikan secara jelas dalam
konvensi tersebut, perdagangan anak juga dapat diartikan sebagai suatu
tindakan yang menyertakan aspek-aspek proses rekrutmen dan atau
perpindahan tempat terhadap seseorang, seringkali untuk kerja yang
eksploitatif, termasuk eksploitasi seksual dengan kekerasan, ancaman,

penipuan / jerat hutang. *'

' Artikel Progressia, Protokol Konvensi Hak Anak MengenaiPerdagangan, Prostitusi dan
Pornografi Anak, Penerbit JARAK. Malang. Volume 1V Tahun 2001, halaman 44,
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BAB il
PERDAGANGAN ANAK UNTUK TUJUAN

PROSTITUSI DAN PERANAN PENASEHAT HUKUM

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang tidak dapat
dienyahkan dimanapun dan dalam waktu kapanpun. Usia kejahatan
sering dipersepsikan seumur peradapan manusia, bahkan ada yang
menyatakan suatu keberadaan manusia. Akibatnya sukar menentukan
secara pasti kapan kejahatan mulai ada di dunia, sama sulitnya
dengan menentukan batasan yang tepat tentang kejahatan.

Kota medan yang merupakan ibukota Sumatera Utara sangat
potensial bagi peningkatan kejahatan, Kota Medan merupakan daerah
yang utama bagi semua sektor kegiatan. Adapun batas-batas wilayah
Kota Medan tersebut adalah :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Sumatera,;
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Deli Tua dan

Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang;

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sunggal

Kabupaten Deli Serdang;

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Percut Sei Tuan
dan Tanjung Morawa Deli Serdang.

Kota Medan mempunyai luas wilayah 265 KM? (26.510 Ha)

terdiri dari 11 Kecamatan dan 144 Kelurahan dengan jumlah penduduk
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sebanyak + 2.500.000 jiwa. Letaknya yang strategis sehingga banyak
dikunjungi dan ditempati oléh para p"en—data'ng dengan berbagai_ latar
belakang budaya dan tujuan yang berbeda. Seiring dengan ketatnya
persaingan dan meningkatnya harga kebutuhan pokok, sehingga
dengan meningkatnya kebutuhan ekonomi tersebut maka banyaknya
kesempatan atau peluang yang dapat menimbulkan terjadinya
kejahatan.

Suatu gejala yang akhir-akhir ini meningkat di Kota Medan
adalah tindak kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak, salah
satunya adalah perdagangan anak (trafficking child), yang merupakan
masalah yang perlu segera memperoleh penanganan serius khususnya
perdagangan anak perempuan untuk tujuan prostitusi.

Prostitusi anak telah cukup merajalela di kota-kota besar Indonesia,
seperti Jakarta, Bandung, Surabaya dan Medan bahkan kota-kota kecil
seperti Yogyakarta dan Surakarta. Prostitusi anak-anak cukup
memprihatinkan karena pelakunya adalah penduduk yang dari sudut
kematangan seksual belum dewasa. Mereka belum cukup mengetahui resiko
dari hubungan seksual sehingga kehamilan dini dan penularan PMS
(Penyakit Menular Seksual) dengan seluruh implikasinya dapat terjadi pada
mereka. Praktek itu juga dapat mempengaruhi perkembangan pribadi dan
masa depan mereka.

Munculnya pelacuran di Indonesia umumnya tidak dapat

diHNSYKBH TBpMELRYh Aiifana, namun bila merujuk penelitian Hull dkk
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tahun 1997 maka disimpulkan muncuinya industri prostitusi (seks)
telah ada délarﬁ prakték perseliran diantara raja-raja Jawa. Penelitian
Kunjtoro (1989) menyebutkan daerah-daerah yang lazim menjadi
tempat para raja untuk memperoleh selir adalah kabupaten Indramayu,
Kerawang dan Kuningan di Jawa Barat, Malang, Banyuwangi dan
Lamongan di Jawa Timur. Sampai sekarang daerah-daerah ini masih
dikenal sebagai pemasok pelacur ke kota-kota besar di Indonesia.

Berbeda dengan kasus di luar Jawa khususnya Sumatera Utara
yang tidak mengenal praktek perseliran sehingga semakin menyulitkan
kapan dan dimana bisnis pelacuran mulai berkembang. Demikianpun
ternyata begitu banyak dijumpai kasus penjualan anak perempuan
dalam bisnis pelacuran di Sumatera Utara.

Kota Medan yang merupakan lbu Kota Sumatera Utara dengan
gemerlapnya yang didukung oleh fasilitas yang mencukupi telah
menarik banyak orang-orang, baik yang merupakan warga kota
maupun orang-orang yang berasal dari luar kota seakan ikut menikmati
manisnya kegemerlapan kota.

Dari hasil temuan forum Lembaga Swadaya Masyarakat, tinggi
kasus perdagangan anak untuk tujuan pelacuran lebih dikarenakan
permintaan pasar yang meningkat. Mereka beranggapan bahwa anak-
anak terutama yang berusia 14 — 17 tahun dianggap “suci dari

berbagai virus dan penyakit’. Selain itu seorang Mucikari (Germo)

yark YRR MERGAHIRKSn seorang gadis muda yang masih perawan
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Jumlah ini relatif sangat kecil dibandingkan fakta sebenarnya
karena banyak kasus yang tidak terekspos media massa karena
selesai di tingkat orangtua/ keluarga korban beranggapan bahwa
kasus ini aib keluarga sehingga tidak perlu diketahui umum.

Menurut keterangan Azmiati Zuliah, SH dari Pusat Kajian dan
Perlindungan Anak Medan, bahwa masih banyak kasus-kasus
perdagangan anak untuk tujuan prostitusi yang tidak dapat
diselamatkan, terutama karena anak selaku korban takut melaporkan
kasusnya karena diancam oleh para mucikari dan germo, serta adanya
perasaan yang membebani pikiran mereka akan malu kalau sampai
diketahui oleh banyak orang yang akan menuduhnya sebagai pelacur.
Dan tidak jarang anak setelah terjerumus kedalam dunia prostitusi
tetap memilih sebagai jalan hidupnya untuk tetap berprofesi sebagai
pelacur. Karena mereka beranggapan bahwa apabila kembali kerumah
keluarga atau masyarakat tidak akan menerima.

Menurut Francis T. Miko (Spesialis di bidang Hubungan
Internasional Divisi Urusan Luar Negri, Pertahanan dan Keamanan)
berpendapat bahwa perdagangan manusia (trafficking) dianggap
sebagai sumber keuntungan terbesar ke tiga bagi kriminal yang
terorganisir di dunia, setelah perdagangan obat-obat terlarang dan

senjata. Mereka bisa mengeruk keuntungan milyaran dolar tiap
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1. Yang berkaitan dengan kondisi politik, sosial dan ekonomi, seperti :
a. Kemiskinan . o _
b. Terbatasnya akses dan kesempatan kerja
c. Konflik sosial dan peperangan
d. Lemahnya penegakan hukum
2. Yang berkaitan dengan kebijakan dan kinerja pemerintah :
a. Rendahnya investasi pendidikan dan kesehatan
b. Kelangkaan akte kelahirar;
c. Kurangnya informasi
3. Yang berkaitan dengan pola relasi yang terjadi di dalam keluarga si
anak :
a. Kekerasan dalam rumah tangga
b. Kepatuhan pada orang tua (yang terdesak secara ekonomi)
Di dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 88 Tahun
2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan
(Trafficking) Perempuan dan Anak menjelaskan bahwa secara umum
faktor-faktor yang mendorong terjadinya trafficking perempuan dan
anak itu dapat diidentifikasi antara lain disebabkan karena :
a. Kemiskinan, menurut data dari BPS adanya kecenderungan
jumlah penduduk miskin terus meningkat dari 11,3% pada tahun
1996 menjadi 23,4% pada tahun 1999, walaupun berangsur-

angsur telah turun kembali menjadi 17,6% tahun 2002.
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b. Ketenagakerjaan, sejak krisis ekonomi tahun 1998 angka
partisipasi anak bekerja cenderung pula terus meningkat dari 1.8
juta pada akhir tahun 1999 menjadi 2,1 juta pada tahun 2000.

c. Pendidikan, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2000
melaporkan bahwa 34,0% penduduk Indonesia berumur 10
tahun keatas belum / tidak tamat SD / tidak pernah sekolah,
32,4% tamat SD dan hanya 15% tamat SLTP. Menurut Laporan
BPS tahun 2000 terdapatl 14% anak usia 7 — 12 dan 24% anak
usia 13 - 15 tahun tidak melanjutkan pendidikan ke SLTP
karena alasan tidak mampu dalam pembiayaan.

d. Migrasi, menurut KOPBUMI (Konsorsium Pembeila Buruh Migran
Indonesia) sepanjang tahun 2001 penempatan buruh migran ke
luar negri mencapai sekurang-kurangnya 74,616 orang telah
menjadi korban dari proses traficking.

e. Kondisi keluarga, karena pendidikan rendah, keterbatasan
kesempatan, ketidaktahuan akan hak, keterbatasan informasi
kemiskinan dan gaya hidup konsumtif antara lain faktor yang
merupakan titik lemah ketahanan keluarga.

f. Sosial Budaya, anak seolah merupakan hak milik yang dapat
diperlakukan sekehendak orang tuanya, ketidakadilan jender
atau posisi perempuan yang dianggap lebih rendah masih

-»

tumbuh di tengah kehidupan sebagian masyarakat Indonesia.
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berkonsekuensi tanggapan dan pemahaman aparat pemerintah
-Sumatera Utara yang berbeda dan tidak tahu seperti apa sebenarnya
masalah trafficking di wilayah kerjanya.

Kelompok-kelompok dalam masyarakat yang memiliki kapasitas
untuk menanggapi masalah ini sebenarnya cukup besar potensinya
misalnya untuk mensosialisasi fenomena ftrafficking kemasyarakat
dengan cara yang mudah dimer)gerti hanya saja belum diberdayakan
misalnya terhadap orang-orang yang mempunyai peranan dalam
melakukan pencegahan munculnya trafficking misalnya tokoh agama,
kelembagaan pemerintah juga kalangan akademisi dan seluruh

masyarakat yang konsen terhadap issu trafficking.

2. Kemiskinan

Pengalaman yang ditangani Pusat Perlindungan Anak pada
Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PUSPA-PKPA) faktor yang lebih
dominan disebabkan oleh penipuan yang dilakukan oleh para sindikat
penjual anak yang berkedok sebagai perantara pencari kerja, anak
tergiur dengan pekerjaan yang ditawarkan karena kondisi ekonomi
keluarga yang miskin, juga tingkat kemiskinan telah mendorong anak-
anak tidak sekolah akibatnya pendidikan yang diperoleh rendah yang
menyebabkan sulitnya mencari pekerjaan yang layak, sementara anak

perempuan yang menjadi korban dan orangtua tidak paham sejenis
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pekerjaanA yang akan dilakukan oleh si anak yang penting bisa kerja
dan dapat membantu orang tua serta tidak membebani keluarga:
Sebagai contoh yang pernah ditangani PUSPA-PKPA yang
pernah dilakukan setelah berhasil menjemput anak korban trafficking
dari Pekan Baru karena penipuan dan iming-iming pekerjaan
mengatakan “dialokasikan ada anak-anak asal Indramayu yang masih
dibawah umur akibat kemiskinan akhirnya menjadi pelacur, sementara
orang tuanya di desa mengharapkan si anak dapat membantu orang

tuanya di desa”.

3. Lemahnya Penegakan Hukum

Undang-undang secara spesifik yang mengatur tentang
perdagangan anak untuk tujuan prostitusi / pelacuran atau trafficking
belum ada. Hukuman bagi pelaku sangat ringan yaitu pada Pasal 297
KUHP “Memperdagangkan perempuan dan memperdagangkan laki-laki
di hukum penjara selama-lamanya enam tahun”. Sayangnya, pasal ini
tidak pernah dilaksanakan, setidaknya karena tiga alasan :

a. Perdagangan perempuan sering dihubungkan (atau dianggap
berkaitan) dengan pelacuran. Hal ini dibahas dalam pasal-pasal
lain (yaitu Pasal 330-335 KUHP) yang menjatuhkan hukuman
yang lebih berat.

b. Perdagangan anak perempuan tidak dibedakan dari

UNIVRSleg3angamRespmpuan dewasa.
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dan perempuan. Pemalsuan KTP telah menjadi bisnis yang
menguntungkan bagi beberapa oknum aparat peme‘rintah. Pendaftarah
KTP tidak akan menjadi masalah jika semua orang mempunyai surat

kelahiran.

2. Perkawinan Usia Muda

Salah satu faktor pendorong yang membuat anak perempuan
berhenti sekolah adalah adanya kepercayaan bahwa anak perempuan
sebaiknya menikah pada usia muda. Undang-undang Perkawinan
memperbolehkan anak perempuan untuk menikah pada usia 16 tahun
atau lebih muda dari itu asalkan diijinkan cleh orang tua dan disahkan
oleh kantor catatan sipil.

Perkawinan usia muda banyak mengundang masalah, karena
perkawinan usia muda merupakan perkawinan berisiko tinggi, terutama
ketika diikuti dengan kehamilan. Secara sosial, anak perempuan yang
menikah pada usia yang masih sangat muda cenderung mengalami
banyak kesulitan karena mereka diceraikan oleh suami. Ketika seorang
anak perempuan bercerai, ia kehilangan status dan haknya sebagai
anak. Hal ini menghalangi untuk memasuki sistem pendidikan formal
apabila ia menginginkannya. Yang lebih buruk lagi adalah bahwa sejak
menikah, seorang anak perempuan dianggap telah menjadi dewasa
yang mandiri dan tidak lagi menjadi tanggungan orang tuanya. Karena

itUWNAYERSITARMBEANEFREAengan suaminya, orang tuanya tidak lagi
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bertanggung jawab untuk memberinya nafkah atau menanggung
hidupnya. Akibatnya, banyak anak perempuan yang setelah diceraikan
oleh suaminya cenderung memberanikan diri pergi ke kota-kota besar
untuk mendapatkan kesempatan kerja yang lebih baik dan untuk
bertahan hidup. Sayangnya, mereka tidak mempunyai keterampilan
atau ijazah yang memungkinkan mereka mendapatkan pekerjaan yang
layak. Banyak dari mereka yang akhirnya terbujuk dan tertangkap

dalam industri seks komersil.

3. Pekerjaan Migran

Indonesia telah dikenal sebagai salah satu negara pengirim
terbesar pekerja migran yang dalam bahasa Inggris disebut
“International Contract Workers (ICW)” ke berbagai negara seperti
Timur Tengah, Singapura, Malaysia dan baru-baru ini juga ke Taiwan,
Korea dan Hongkong.

Masalah perdagangan perempuan dan anak-anak berakar dari
ketiadaan lapangan pekerjaan di desa, tidak hanya soal peraturan atau
undang-undang, apalagi pembenahan mekanisme pengiriman buruh ke
luar negeri. Sehingga memaksa warganya migrasi ke kota atau ke luar
negeri. Migrasi orang, terutama bekerja kemudian mengalir, dan

disinilah terciptanya peluang perdagangan orang.
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sebabnya dan bagaimana menghentikan atau paling tidak
meminimalisir jumlah-anak-anak yang terlibat da'Iam_peIacurari.

Kenyataan bahwa pelacuran ‘tidak terjadi begitu saja.
Pemerintah tidak dengan tegas menindak akar-akar kejadian pelacuran
tersebut. Harus kembali dari pengaruh mana saja yang mempengaruhi
di ABG dalam bersikap, berangan dan berharap.

Sebagian besar terpaksa melacur karena lari dari rumah akibat
tindak kekerasan keluarga, sebagian karena ingin mencari pekerjaan di
kota karena berasal dari keluarga miskin di desa, alasan lainnya
adalah memenuhi kebutuhan mode yang sedang trend untuk remaja
seperti yang sering mereka lihat di TV dan majalah misalnya baju,
sepatu, tas, salon, make up yang harganya memang selangit dan
sebagian lagi untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan misalnya
putauw, shabu-shabu, estacy yang lebih dahulu mereka akrab sebelum
ke dunia pelacuran.

Para korban perdagangan dalam sindikat pelacuran sering
mengalami tekanan mental dan fisik seperti dipukul, diperkosa,
kelaparan, dipaksa menggunakan narkoba, dibungkam dan diasingkan
agar mereka tetap mau melayani.

Masih pada faktor di atas saja begitu berat sebenarnya beban
anak, untuk memenuhi kebutuhan dasarnya saja misalnya Hak
Bertahan Hidup dalam Konvensi Hak Anak pun terlanggar. Harus

MEYNEERGIT SeMdDANARGAN tidak menyisakan waktu istirahat malam
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mereka dan kesehatan mereka yang tidak terjamin. Resiko kehamilan
tanpa suami dan pengguguran kehamilan kerap kali merela lakukan
dan jarang diantara mereka mengalami penderitaan panjang akibat
pengguguran kandungan. Hal ini adalah Hak Tumbuh Kembang yang
juga terlanggar, harga diri yang tersingkir dari keluarga dan
masyarakat serta trauma karena masa remaja yang buruk membayangi
masa depan mereka serta tingkat pengetahuan mereka yang sangat
rendah terhadap pemeliharaan alat reproduksi mereka sehingga
banyak diantaranya telah mengalami penyakit menular seksual (PMS)
dan rentan HIV / AIDS.

Menurut penulis istilah terhadap pelacur anak atau pelacur ABG
tidaklah tepat, karena sebenarnya mereka adalah anak-anak yang
diltacurkan. Beberapa penyebab diatas yang menimbulkan
keterpaksaan mereka sehingga mereka lebih mudah untuk diiming-
imingi atau dijanjikan kerja oleh para pencari korban anak untuk dijual
dan menjerumuskannya ke dalam dunia prostitusi.

Alasannya karena menurut Konvensi Hak Anak yang memuat
tentang ketidakmatangan jasmani dan mentainya maka segala bentuk
perilaku yang muncul dari anak adalah hasil dari pandangan anak
tentang lingkungannya dan perlakuan yang diterima anak. Akibat dari
bentuk-bentuk perlakuan yang salah terhadap anak sikap yang salah
pula pada si anak. Pandang dan perlakuan yang masuk pada anak

teNIUERgET herasaANaRReluarga dan lingkungan. Pada kondisi tertentu
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anak dalam kondisi kemiskinan hidup keluarga sehingga rentan untuk

dilacurkan.

D. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Di Indonesia undang-undang secara spesifik yang mengatur
tentang perdagangan anak belum ada. Yang ada hanya Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) peninggalan Belanda. Disamping itu jiga
Konvensi ILO No.182 yang telah diratifikasi oleh pemerintah dalam
bentuk undang-undang No.1 Tahun 2000 mengenai Pelarangan dan
Tindakan Segera Penghapusan bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk
Anak, serta Undang-undang No0.23 tahun 2002 tentang Perlindungan
anak.

KUHP sendiri dalam memberikan sanksi pidana kepada para
pelaku dan sindikat perdagangan anak kurang berpihak kepada anak.
Dan KUHP hanya diperuntukkan bagi para sindikat perdagangan anak
untuk kepentingan prostitusi, dan perbudakan sementara perdagangan
anak untuk tujuan lainnya belum diatur dalam KUHP.

Dalam KUHP Pasal yang mengatur perdagangan anak untuk
tujuan prostitusi adalah Pasal 297 yang dapat dikategorikan sebagai
pasal yang bisa menjerat para sindikat yang biasa merekrut anak-anak
kemudian dijualnya untuk dijadikan pelacur.

Pasal 297 hanya terdiri dari satu ayat yang berbunyi sebagai

berikut :
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‘Memperdagangkan perempuan dan memperdagangkan laki-laki yang
belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun™?

Penjelasannya, yang dimaksud dengan perdagangan perempuan
ialah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan
perempuan guna pelacuran. Termasuk pula dalam pengertian ini adalah
mereka yang biasanya mencari perempuan muda untuk dikirimkan ke
luar negeri yang maksudnya tidak lain akan dipergunakan untuk
pelacuran.

Pasal lainnya yang memberikan ancaman pidana bagi pelaku atau
sindikat perdagangan anak adalah Pasal 324 KUHP, yang berbunyi :
“Barang siapa dengan ongkos sendiri atau ongkos orang lain
menjalankan perniagaan budak belian atau melakukan perbuatan

perniagaan budak belian dengan sengaja turut campur dalam segala

sesuatu itu, baik dengan langsung maupun dengan tidak langsung

dihukum penjara selama-lamnya dua belas tahun “>°

Pada Pasal 332 KUHPidana ayat 1 menyebutkan bahwa “dihukum
karena melarikan perempuan:*

1.e. dengan hukuman penjara selama-lamnya tujuh tahun, barang siapa
melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan
orang tuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu
sendiri dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik

dengan nikah, maupun tidak dengan nikah.

¥R Soesilo, Kitah Undang-Undang Hukum Pidana. Politea. Bogor. 1989 Halaman 217
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2.e. dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, barang
siapa melarikan perempuan deﬁgan tipu, kekerasan atau ancaman
dengan kekerasan dengan maksud akan mempunyai perempuan itu
baik dengan nikah, maupun tidak dengan nikah.

Sedangkan pasal yang mengatur mengenai prostitusi adalah Pasal

296 KUHP yang berbunyi :

"Barang siapa yang pekerjaannya atau kebiasaannya, dengan
sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang
lain, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun
empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya seribu rupiah’.

Pasal ini menyebutkan perbuatan cabul vyaitu termasuk
persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa dapat dikenakan pasal
296 ini.*!

Dalam hal prostitusi adanya unsur pekerjaan yang sudah menjadi
kebiasaan seseorang sebagai mata pencahariannya dan berlangsung
lebih dari satu kali, dengan kata lain pekerjaan yang dilakukannya
sebagai “profesi” adalah untuk mencari nafkah hidup dari melacur.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
di dalam Pasal 83 mengatur mengenai tindakan memperdagangkan

anak, Pasal 83 menyebutkan bahwa; *

d. halaman.

UNIVEB&;MMED&NJAR'EAT&]]HD 2002 Tentang Perlindungan Anak. Halaman 22
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